
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1667, 2017 KEMENHUB. Senjata Api Dinas.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 111 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA KELOLA SENJATA API DINAS 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata tertib administrasi dan 

penyeragaman pola tindakan Senjata Api Dinas di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang 

digunakan pada saat memberikan dukungan 

peningkatan keamanan pelayaran (maritime security); 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah dan Instruksi Presiden 

Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan 

dan Pengendalian Senjata Api, serta tindak lanjut dari 

Pasal 8 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 

2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan 

Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Kelola 

Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang 

Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 

Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Pendaftaran 

dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

169); 

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang 

Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai 

Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1994); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan 

Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada 

Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2124); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4849); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang 

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api; 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 

2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan 

Penjagaan Laut dan Pantai; 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi; 

15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan dan 

Pembuatan Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan 

Kepolisian Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 535); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 

tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 435); 

17. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan 

Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 338); 
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18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400); 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam; 

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 627); 

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401); 

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas 

Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 628); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan 

Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

492);  

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 341); 

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan 

dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 71); 

26. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, 

dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia untuk Kepentingan Bela 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1883); 

27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 816);  

28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 

2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri 

Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik 

Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita 
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